
 
 

WALIKOTA TEGAL 
PROVINSI JAWA TENGAH 

 
 RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA TEGAL 

NOMOR       TAHUN 2014 

TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 2014 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA TEGAL, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan 

Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun 
Anggaran 2014, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal 
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2014; 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 
Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta; 

    

  2.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa 
Barat; 

    

  3.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang 
Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan 
Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  551); 
    

  4.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

    

  5.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

6. Undang-Undang ....... 
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  6.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

    

  7.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 
    

  8.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

    

  9.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

    

  10.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

    

  11.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

    

  12.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5568); 

    

  13.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah  dengan Peraturan Pengganti Undang-
Undang Nomor  2 Tahun  2014 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor  23 Tahun  2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 

    

  14.  Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3321); 

15. Peraturan Pemerintah....... 
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  15.  Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 4028); 

    

  16.  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4659); 

    

  17.  Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502); 

    

  18.  Peraturan Pemerintah Nomor  55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

    

  19.  Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 
    

  20.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan  Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
    

  21.  Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

    

22. Peraturan Pemerintah ....... 
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  22.  Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

    

  23.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

    

  24.  Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten 
Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4713); 

    

  25.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

    

  26.  Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

    

  27.  Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5104); 

    

  28.  Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungutan 

Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

    

  29.  Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

    

  30.  Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59); 

    

  31.  Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

32. Peraturan Daerah....... 
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  32.  Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal 
Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas 
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan 

Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya 
Kepala Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah 
Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4); 

    

  33.  Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang tentang 
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintahan Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota 
Tegal Tahun 2008 Nomor 3); 

    

  34.  Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 16); 

    

  35.  Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 17 Tahun 2008 
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 17 ); 

    

  36.  Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2011 
tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
(Lembaran Daerah Kota  Tegal Tahun 2011 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 3); 
    

  37.  Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2011 
tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Tegal 

Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Tegal Nomor 4); 

    

  38.  Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011 

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal 
Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Tegal Nomor 7); 

    

  39.  Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 
2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal 
Nomor 9); 

    

  40.  Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 
2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal 
Nomor 10); 

    

  41.  Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Tegal 
Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Tegal Nomor 11); 
    
  42.  Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2012 tentang 

Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tegal Pada Perseroan 
Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah 

(Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 13); 

    

   43. Peraturan Daerah ....... 
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  43.  Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2013 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal 
Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Tegal 

Tahun 2013 Nomor 6); 
    

  44.  Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2014 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2013 
(Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2014 Nomor 2); 

    
  45.  Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota 

Tegal Tahun 2014–2019 (Lembaran Daerah Kota Tegal 
Tahun 2014 Nomor 18); 

    

  46.  Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Tegal Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Tegal 
Tahun 2014 Nomor 4); 

    

  47.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  21 Tahun  2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

    

  48.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum Daerah; 

    

  49.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 
tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah; 

    

  50.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Hibah dan Bantuan Sosial Yang 
bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 

Tahun 2011 tentang Pedoman Hibah dan Bantuan Sosial 
ang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah; 

    

  51.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; 

    

  52.  Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
61/PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi 
Tunjangan Profesi Guru PNSD kepada Daerah Provinsi, 
Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2014; 

    

53. Peraturan Menteri ....... 
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  53.  Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
180/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Dana 
Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2014; 

    

  54.  Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
183/PMK.07/2013 tentang Pelaksanaan dan 
Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah; 

    

  55.  Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia 
Nomor PM 96 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis 
Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Keselamatan 
Transportasi Darat; 

    

  56.  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik 
Indonesia Nomor 36/PERMEN-KP/2013 tentang Petunjuk 
Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang 

Kelautan dan Perikanan; 
    

  57.  Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013 
tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban 

Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014; 

    

  58.  Peraturan Walikota Tegal Nomor 33 Tahun 2013 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kota Tegal Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota 
Tegal Tahun 2013 Nomor 33), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Tegal 

Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Walikota Tegal Nomor 33 Tahun 2013 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kota Tegal Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota 
Tegal Tahun 2014 Nomor 7); 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TEGAL 

TAHUN ANGGARAN 2014. 

 

Pasal 1 
 

Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah 
Rp.640.279.804.000,- (enam ratus empat puluh milyar dua ratus tujuh puluh 
sembilan juta delapan ratus empat ribu rupiah) bertambah sejumlah 

Rp.173.769.696.000,- (seratus tujuh puluh tiga milyar tujuh ratus enam puluh 
sembilan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi 
Rp.814.049.500.000,- (delapan ratus empat belas milyar empat puluh sembilan 
juta lima ratus ribu rupiah) dan Belanja Daerah semula berjumlah 

Rp.708.507.792.000,- (tujuh ratus delapan milyar lima ratus tujuh juta tujuh 
ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) bertambah Rp.220.281.174.000,- (dua 
ratus dua puluh milyar dua ratus delapan puluh satu juta seratus tujuh puluh 
empat ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.928.788.966.000,- (sembilan ratus dua 
puluh delapan milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus 

enam puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 
a. Pendapatan ..... 
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a. Pendapatan : 

1. semula Rp. 640.279.804.000,- 

2. bertambah/(berkurang) Rp. 173.769.696.000,- 

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 814.049.500.000,- 
 

b. Belanja  

 1. semula Rp. 708.507.792.000,- 

 2. bertambah/(berkurang) Rp 220.281.174.000,- 

  Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 928.788.966.000,- 

 Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp.(114.739.466.000,-) 

  

c. Pembiayaan 

 1. Penerimaan  

  a) semula Rp. 80.390.832.000,- 

  b) bertambah/(berkurang) Rp 46.511.478.000,- 

   Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp.  126.902.310.000,- 

 2. Pengeluaran  

  a) semula Rp. 12.162.844.000,- 

  b) bertambah/( berkurang ) Rp 0,- 

   Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 12.162.844.000,- 

 Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan  Rp.  114.739.466.000,- 

 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 
berkenaan setelah  Perubahan  Rp. 0,- 
 
 

Pasal 2 
 

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada 
Lampiran Peraturan Walikota ini. 

 

 
Pasal 3 

 
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 
 
 

Pasal 4 ...... 
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Pasal 4 

 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan 
Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Tegal.  

 

Ditetapkan di Tegal 

pada tanggal                    

 

WALIKOTA TEGAL, 

 

 

 

 

SITI MASITHA SOEPARNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


